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Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang
Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pengujian Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b,
Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2),
Pasal 13 dan Pasal 44 UU Migas terhadap Pasal 28D ayat (1);
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal
33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2),
Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a,
Pasal 61, dan Pasal 63 Undang- Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4152) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2),
Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a,
Pasal 61, dan Pasal 63 Undang- Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat
(1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat
(3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan
Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan
Pelaksana dan” dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat
(1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat
(3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan
Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan
Pelaksana dan” dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam
Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



1.6. Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam
Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.7. Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi
dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait,
sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang
mengatur hal tersebut;

2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan
selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara

Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan . Selasa, 13 November 2012
Ikhtisar Putusan

Para Pemohon yang berjumlah 42 pihak terdiri atas 10 pihak yang terkualifikasi
sebagai Persyarikatan, ormas atau badan hukum, dan 32 Pihak yang terkualifikasi sebagai
perorangan adalah warga Negara Indonesia, yang mendapatkan kerugian konstitusional
akibat berlakunya UU Migas. Hal tersebut dikarenakan UU a quo adalah UU yang
menguasai hajat hidup Para Pemohon dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon
adalah pengujian Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 UU Migas, maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon
mendalilkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian UU
Migas dan mempunyai hubungan hukum (causal verband) khususnya Pasal 1 angka 19 dan
angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2),
Pasal 13, dan Pasal 44 UU Migas terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 11 ayat (2) Pasal 20A
ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 33 ayat (2) dan
ayat (3) UUD 1945, sehingga jika permohonan para Pemohon dikabulkan, kerugian demikian
tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Terkait dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan
konstitusionalitas kedudukan dan wewenang Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi,
Kontrak kerja sama Migas, Frasa “yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan
usaha yang wajar, sehat, dan transparan”, Posisi BUMN yang tidak bisa lagi monopoli,
Larangan penyatuan usaha hulu dan hilir, Pemberitahuan KKS kepada DPR. Mahkamah
berpendapat sebagai berikut:

1. Model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha
atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan
negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD
1945. Walaupun UU Migas, menentukan tiga syarat minimal dalam KKS, yakni i)
kepemilikan sumber daya alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, ii)
pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas, dan iii) modal dan resiko
seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi ketiga syarat
minimal tersebut tidak serta merta berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan
dengan efektif untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Paling tidak hal itu terjadi,
karena tiga hal, yaitu: Pertama, Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan
pengelolaan atau menunjuk secara langsung badan usaha milik negara untuk mengelola
seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha hulu; Kedua, setelah BP Migas
menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS, yang



berarti, negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang
bertentangan dengan isi KKS; Ketiga, tidak maksimalnya keuntungan negara untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat, karena adanya potensi penguasaan Migas
keuntungan besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan
berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan. Dalam hal ini,
dengan konstruksi penguasaan Migas melalui BP Migas, negara kehilangan
kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung Badan
Usaha Milik Negara untuk mengelola sumber daya alam Migas, padahal fungsi
pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama dan paling utama
untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena konstruksi hubungan
yang demikian maka menurut Mahkamah keberadaan BP Migas menurut Undang-
Undang a quo, bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki penguasaan negara
yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, yang seharusnya mengutamakan
penguasaan negara pada peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap
sumber daya alam Migas yang membawa kuntungan lebih besar bagi rakyat. Menurut
Mahkamah, pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang
dimiliki oleh negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945. Hanya dalam
batas-batas negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan baik dalam
modal, teknologi dan manajemen untuk mengelola sumber daya alam Migas, maka
pengelolaan sumber daya alam dapat diserahkan kepada badan swasta.

. Bahwa meskipun para Pemohon hanya memohon pengujian Pasal 1 angka 23, Pasal 4
ayat (3), dan Pasal 44 UU Migas tetapi oleh karena putusan Mahkamah ini menyangkut
eksistensi BP Migas yang dalam Undang-Undang a quo diatur juga dalam berbagai pasal
yang lain maka Mahkamah tidak bisa lain kecuali harus juga menyatakan pasal-pasal
yang mengatur tentang “Badan Pelaksana” dalam pasal-pasal, yaitu frasa “dengan Badan
Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20
ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21
ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan”
dalam Pasal 49, Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63, serta seluruh frasa Badan
Pelaksana dalam Penjelasan adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat

. Hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak
dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan
yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di
bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi
kedaulatan negara atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, hubungan antara negara dan sumber daya
alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan
Hukum Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a
guo adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh
konstitusi. Untuk menghindari hubungan yang demikian negara dapat membentuk atau
menunjuk BUMN yang diberikan konsensi untuk mengelola Migas di Wilayah hukum
Pertambangan Indonesia atau di Wilayah Kerja, sehingga BUMN tersebut yang
melakukan KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya
tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara
Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 6 UU Migas, merupakan pengaturan
yang bersifat umum yang apabila tidak dikaitkan dengan BP Migas selaku Pemerintah
adalah tidak bertentangan dengan konstitusi.

. Menurut Mahkamah frasa “atau bentuk kontrak kerjasama lain” dalam Pasal 1 angka 19
UU Migas merupakan bentuk kontrak yang sengaja dibuat oleh pembentuk Undang-
Undang agar selain KKS dalam bentuk kontrak bagi hasil, juga dimungkinkan KKS dalam
bentuk yang lain, asalkan menguntungkan bagi negara, misalnya yang sekarang ini



dikenal yaitu KKS dalam bentuk kontrak jasa. Bentuk KKS selain kontrak bagi hasil adalah
tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat dan tidak melanggar prinsip penguasaan negara yang dimaksud
dalam konstitusi.

5. Pasal 3 huruf b UU Migas membuka peluang usaha kepada siapa saja yang ingin
berkecimpung dalam usaha minyak dan gas bumi, apakah akan melakukan usaha secara
keseluruhan atau melakukan usaha hanya pengolahan, atau pengangkutan, atau
penyimpanan, atau usaha niaga, kesemuanya terpulang kepada kemampuan modal dari
para pelaku usaha itu sendiri.

6. Pemisahan dalam kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dalam kegiatan minyak
dan gas bumi sudah tepat. Adapun alasan kemungkinan hal itu akan menciptakan
manajemen baru yang akan menentukan cost dan profit masingmasing, menurut
Mahkamah, hal tersebut tidak terkait dengan permasalahan konstitusionalitas.

7. Menurut Mahkamah, KKS Migas tidak memenuhi kriteria untuk dapat disebut sebagai
perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945,
sehingga tidak memerlukan persetujuan DPR.

8. Apabila keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum
mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan
menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat
menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki
oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya
kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai
terbentuknya aturan yang baru.

9. Untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya lagi BP Migas maka Mahkamah
perlu menegaskan organ negara yang akan melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas
sampai terbentuknya aturan yang baru. Fungsi dan tugas tersebut harus dilaksanakan
oleh Pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan dalam hal ini Kementerian yang
memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Migas. Segala hak serta
kewenangan BP Migas dalam KKS setelah putusan ini, dilaksanakan oleh Pemerintah
atau Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Mahkamah permohonan para
Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dengan demikian Mahkamah
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
1.1. Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48
ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

1.2. Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48
ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UndangUndang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.3. Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan
Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan
Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal
49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



1.4. Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan
Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan
Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal
49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;

1.5. Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.6. Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;

1.7. Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh
Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang
yang baru yang mengatur hal tersebut;

2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.



